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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Secara umum, evaluasi APBD mencakup perencanaan, penyusunan, 

pelaksanaan, dan pelaporan APBD Provinsi Papua serta dilakukan dengan 

beberapa tahap yakni (1) evaluasi penyusunan rencana kerja pemerintah 

daerah; (2) evaluasi penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) 

evaluasi penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) evaluasi 

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) evaluasi penyusunan 

rancangan perda APBD; dan (6) evaluasi penetapan APBD. 

2. Ada ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh 

pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pada pengaruh 

pendapatan APBD terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua 

menunjukan bahwa hal tersebut tidak terlalu signifikan. Kondisi demikian 

didukung dengan data tingkat rasio kemandirian selalu berada pada 

persentase di bawah 10% sejak tahun 2016-2020. Begitu pula pada rasio 

aktivitas, di mana dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana ekonomi masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan dana 

belanja rutin terhadap APBD. 

5.2. Saran 

1. Pemerintah Provinsi Papua harus melakukan evaluasi penggunaan APBD 

agar tingkat kemandirian meningkat di tahun-tahun berikutnya. 

2. Pemerinth Provinsi Papua sebaiknya lebih meminimalisir belanja rutin 

terhadap APBD agar dapat menyediakan sarana dan prasarana ekonomi 

masyarakat. 

3. Pemerintah Provinsi Papua sebaiknya terus menjaga nilai positif pada rasio 

efektivitas dan efisiensi APBD. 
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